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Skripsi ini membahas mengena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan
konstitusional lembaga negara yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan
tersebut kerap kali terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya telah diambil aih secaratidak sah
oleh lembaga lainnya. Namun, lembaga negara yang dapat beracara dalam sidang Mahkamah Konstitusi
hanya |lembaga negara yang kewenangannya lahir atas Undang Undang Dasar. Penelitian ini mengambil
rumusan masalah apayang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus
sengketa kewenangan antara KPI dengan Presiden q.g Menkominfo dan bagaimanaimplikasi putusan MK
N0.30/SKLN-1V/2006 terhadap kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disgjikan secara deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kewenangan KPI tidak
lahir dari UUD sehingga Mahkamah Konstituss memenangkan Menkominfo. Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut berarti hilangnya kewenangan KPI dalam hal pemberian ijin frekuensi siaran. Sedangkan bagi dunia
penyiaran, putusan tersebut berdampak pada sentralisasi perijinan yang sepenuhnya dikuasai oleh
pemerintah pusat. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan KPI menjadi suatu
lembaga negara yang prematur nyaris tanpa kewenangan. Dilain pihak Menkominfo memiliki kewenangan
mutlak atas dunia penyiaran tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya.

<i>Thisthesis discusses about the authority of the Constitutional Court in constitutional disputes of state
ingtitutions with the decision of the Constitutional Court. Dispute of Authority the frequent times il
happened when an ingtitute feel its have been taken over illegally by other institute. But, institute State able
to attend legal procedure in Constitution court only State institute which its born of Elementary Inviter. This
research take formula of what is problem of hitting, what becoming base consideration of Judge of
Counstitutional Court in breaking dispute of authority between Broadcasting Commission of Indonesia with
Minister of Communication and Information and how decision implication of Constitutional Court
No0.30/SKLNIV/ 2006 to both of institutions. This research used the method used approach based on the
juridical normative, secondary data are presented analyzed descriptively or Juridical.

The Result of research, Judge of Constitutional Court of opinion are Broadcasting Commission of Indonesia
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authority does not born from UUD so that Constitutional Court win Minister of Communication and
Information. Decision Court Constitution mean the loss of Broadcasting Commission of Indonesia authority
in the case of giving of broadcast frequency permission. While to broadcasting world, the decision affect at
central licensing which is fully mastered by central government. Decision Constitutional Court of
Broadcasting Commission of Indonesia caused become a premature State institute almost without authority.
Other of Minister of Communication and Information (Government) has absolute authority of broadcasting
world without existence of control of other institute.</i>



